
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR     13     TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA MONUMEN PERS NASIONAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung 

pengelolaan koleksi di bidang pers, perlu dilakukan 
penataan organisasi dan tata kerja Monumen Pers 
Nasional; 

  b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

  c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada Monumen 
Pers Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Komunikasi dan Informatika tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Monumen Pers Nasional;  

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5733); 

SALINAN 
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4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 

tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Monumen Pers Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 447); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MONUMEN PERS 
NASIONAL.  

 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Monumen Pers Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 447) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1  

(1) Monumen Pers Nasional merupakan unit pelaksana 
teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik. 

(2) Monumen Pers Nasional secara administratif dibina 

oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik. 

(3) Monumen Pers Nasional dipimpin oleh Kepala. 
 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 
Monumen Pers Nasional mempunyai tugas melaksanakan 
pelestarian dan pengelolaan koleksi dan produk pers yang 

bernilai sejarah.  
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Monumen Pers Nasional menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di 

lingkungan Monumen Pers Nasional; 
b. pengadaan dan pencatatan koleksi dan produk pers 

yang bernilai sejarah; 
c. penyimpanan dan pemeliharaan koleksi dan produk 

pers yang bernilai sejarah; 

d. pelaksanaan penghapusan dan pengalihan koleksi 
dan produk pers yang bernilai sejarah; 

e. pelaksanaan pengamanan koleksi dan produk pers 

yang bernilai sejarah; 
f. pelaksanaan kerja sama pengelolaan koleksi dan 

produk pers yang bernilai sejarah; 
g. pelaksanaan pemanfaatan koleksi dan produk pers 

yang bernilai sejarah; 

h. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Monumen 
Pers Nasional; dan 

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah 
tangga, serta hubungan masyarakat. 

 
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 5 

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan 

laporan, kerja sama, pelaksanaan ketatausahaan, 
kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan 

rumah tangga, serta hubungan masyarakat. 
 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
   

Pasal 15 

(1) Kepala Monumen Pers Nasional merupakan Jabatan 
Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.  

(2) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan 
Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. 

 

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 15A 

(1) Kepala Monumen Pers Nasional dan Kepala 

Subbagian Umum diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri. 
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(2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Desember 2022 
 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

                        ttd 

 
JOHNNY G. PLATE 

 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Desember 2022 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

    ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1282 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
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